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2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
. 2004 Nomor 66, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); ?g

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran
| Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

£ Indonesia Nomor 4593),

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

No_mor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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eraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 lentang Tata Cara Pengendalian dan

nY \ ) .
Evaluasi  Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737),

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 )

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

I5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Teritang Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar
Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;

I8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Standar
Cperasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

21 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
. Perangkat Daerah; s
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22, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun

Susunan isasi, T
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,

Struktural Satuan Polisj Pamong P

2016 Tentang Kedudukan,
Fata Kerja dan Urain Tugas Jabatan
raja dan Pemadam Kebakaran,

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah setiap tahunnya Kabupaten Pesisr Selatan
mengadakan perayaan kegiatan Event-event tertentu sebagai ajang hiburan, wisata,
dan budaya tahunan yang mengangkat keunikan daerah saat ini. Pada event tersebut
akan timbul keramaian pada lokasi acara. Untuk itu dibutuhkan pengamanan pada titik

yang dianggap rawan dan menjamin kelancaran berlangsungnya Event tersebut.

Nama dan Organisasi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Tranmas, Tibum dan Linmas berbentuk
tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan
organisasi sebagai berikut :
a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
b. Keputusan Bupati Nomor. 900/ 05 /Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeiuamn dan Bendaharawan
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
c. Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 3321/
/Satpol PP&Damkar-P$/2020 Tanggal 13 januari 2020 tentang penunjukkan pegawai
negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Satpol
PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020.
d Bendahara Pengeluaran : Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupatcn Pesisir Selatan.
D. Ruang Lingkup
- Kabupaten Pesisir Selatan
E. Keluaran
Terciptanya kondisi aman dan tertib
F. Waktu Pelaksanaan

Januar s/d Dc:sember 2020

Scanned by CamSca‘nneAr |



G. Pembiayaan

Untuk c e .
mendukung kegiatan inj diperlukan dana sebesar Rp. 744.065.000,- (tujuh ratus

it . L
: pat puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

{
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
Painan, Januari 2020
Diketahui oleh : Dibuat oleh :
Kabid trantib PPTK

ASRIL.S.SOS.SH.M.SI RAZI PUTRA.S.SI
NIP.196512311994031062. NIP.19880731 201502 1 001

Disetujui oleh
Kasat Pol BP DAN Damkar
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Tim Schedul Pelaks wpiat: -
aksanaan kegiatan Operasi Pengamanan Event-event tertent
N €ntu

N | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OK | NOV DES
_______ T
X
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Painan, Januari 2020
Diketahui oleh : Dibuat oleh :
Kabid trantib PPTK
SRIL.S.SOS.¢ H.M.SI B;A_z_l_ljy_TR_}_\._S_S_!
NIP.19880731 201502 1 001

NIP.19651231 1994031062.

Disetupi
Kasat Pol P
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